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PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN

ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan

menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, diperlukan Standar

Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan

Administrasi;

b. bahwa Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional

Republik Indonesia Nomor 54a Tahun 2002 tentang

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural sudah

tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Standar

Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan

Administrasi di Lingkungan Perpustakaan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4474);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor I97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
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Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 322);

7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan

Proklamator Bung Hatta;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3

Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala

Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

10. Keputusan Kepala Perpustakaan Nomor 4 Tahun 2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Perpustakaan Proklamator Bung Karno;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN

JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN

NASIONAL.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang

dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa

pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

2. Standar Kompetensi adalah persyaratan kompetensi yang

harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

melaksanakan tugas jabatan.

3. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenangg, dan hak seorang Pegawai

Negeri Sipil dalam suatu satuan kerja organisasi negara.

5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan

tinggi pada Perpustakaan Nasional.

6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan dengan

tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik

serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada

Perpustakaan Nasional.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN

TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan

Administrasi di Lingkungan Perpustakaan Nasional tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dalam Peraturan Kepala ini.
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BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan

Tinggi dan Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; dan

b. sebagai dasar dalam penyusunan dan pengembangan

program pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil

yang berada di lingkungan Perpustakaan Nasisonal.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan

Tinggi dan Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. untuk mewujudkan optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas

pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan

dalam jabatan di lingkungan Perpustakaan Nasional; dan

b. untuk memberikan keseragaman penilaian guna

terciptanya obyektivitas, keselarasan, dan keseimbangan

dalam menentukan pengangkatan dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di lingkungan

Perpustakaan Nasional.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan

Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 54a Tahun 2002

tentang Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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